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ABSTRACT

This study aims to examine Keynes's Hypothesis and Wagner’s Law in the cities and dustricts in
Papua Province economy. This study is a quantitative study using data on government spending, real
Gross Regional Domestic Product (GRDP), and GRDP per capita of cities and districts in Papua
Province in 2010-2020. Panel data regression and Granger Causality testing were used for testing the
hypothesis of Keynes and Wagner's Law as well as for proving a two-way relationship between GDRP
and government spending.

The results show that Wagner's Law does not work at the districts and cities in Papua Province.
The regional economic growth doesn’t effect the government spending or public sector share in the
regional economy. Furthermore, the Granger Causality Test had proved a one way relationship between
government spending on GRDP per capita which's mean the Keynes hypothesis are proved. The
government spending increases in order to improve the regional economy in districs and cities in Papua
Provinces.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Hipotesis Keynes dan Hukum Wagner dalam ekonomi kota
dan kabupaten di Provinsi Papua. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data
tentang pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil, dan PDRB per kapita
dari kota dan kabupaten di Provinsi Papua pada tahun 2010-2020. Regresi data panel dan uji Granger
Causality digunakan untuk menguji hipotesis Keynes dan Hukum Wagner serta untuk membuktikan
adanya hubungan dua arah antara PDRB dan pengeluaran pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Wagner tidak berlaku di kabupaten dan kota di
Provinsi Papua. Pertumbuhan ekonomi regional tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah atau
bagian sektor publik dalam ekonomi regional. Selain itu, Uji Granger Causality membuktikan adanya
hubungan satu arah antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB per kapita, yang berarti hipotesis
Keynes terbukti. Pengeluaran pemerintah meningkat untuk memperbaiki ekonomi regional di kabupaten
dan kota di Provinsi Papua.

Kata kunci: PDRB; Pengeluaran Pemerintah; Hukum Wagner; Hipotesis Keynes
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PENDAHULUAN

Provinsi Papua adalah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang menjalankan kebijakan otonomi
daerah sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Provinsi ini terletak di Pulau Papua, pulau terbesar serta terletak di wilayah bagian Timur
Indonesia dan berbatas langsung dengan negara Papua New Guinea bagian Timur (Bappeda Provinsi
Papua, 2013), kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah Provinsi
Papua menjalankan pemerintahan serta mengolah sumberdaya yang dimiliki dalam menopang
pembangunan daerah. Harapannya, tujuan otonomi daerah untuk meningkakan kesejateraan
masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan demokrasi sosial, serta mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai (Lemhannas, 2019).

Pemerintah daerah mengelolah sumberdaya yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan
pendapatan daerah. Sebagaimana daerah lainnya, Pendapatan daerah kota dan kabupaten di Provinsi
Papua bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan atau dana transfer dari
pemerintah pusat, serta sumber lain penerimaan daerah yang sah. Namun, berbeda dengan di daerah
lainnya, pemerintah Provinsi Papua mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) serta Dana
Tambahan Infrastruktur (DTI) yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negera (APBN), sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Otonomi
Khusus Papua Nomor 35 Tahun 2008 pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 dan UU Nomor 21 Tahun
2001 (World Bank, 2009). Otonomi khusus diberikan untuk wilayah khusus, pemerintahan khusus
dengan wewenang khusus (Lemhannas, 2019). Untuk mengawasi program otsus tersebut dibentuklah
Majelis Rakyat Papua (MRP) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun
2004 menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2004 (Resosudarmo et al., 2018). Pemanfaan dana
Otsus Provinsi Papua ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor
13 Tahun 2016 tentang Penerimaan dan Pengelolahan Dana Otonomi Khusus serta Peraturan
Gubernur dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2014 tentang pokok-pokok
pengelolahan keuangan daerah.

Otsus Papua bertujuan untuk menjalankan keadilan, penegakan supremasi hukum, serta untuk
menyelesaikan masalah-masalah mendasar di Provinsi Papua, yaitu (1) masalah Hak Asasi Manusia
(HAM), di dalamnya pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; (2) kesenjangan (gap) wilayah antar
Papua dengan provinsi lainnya; (3) kemiskinan (Torobi, n.d.); (BPK RI, 2021); (Resosudarmo et al.,
2018). Untuk itu, pemerintah pusat melalui APBN terus menyalurkan dana otsus dan tambahan
infrastruktur yang sangat besar untuk pembangunan di Provinsi Papua yang tunjukkan pada Gambar
1.

Seiring meningkatnya dan tingginya pendapatan (kapasitas fiskal) daerah, maka belanja atau
pengeluaran pemerintah pun cenderung meningkat. Gambar 2 memperlihatkan kecenderungan
peningkatan belanja pemerintah kabupaten/kota di Papua sekaligus membuktikan keseriusan
pemerintah dalam menjalankan fungsi kebijakan fiskal (Chaenari, 2018). Menurut Peraturan Daerah
Khusus Nomor 13 Tahun 2016 pasal 8 ayat 1 dan 2, anggaran otonomi khusus sebesar 20 persen
dikelolah provinsi dan sebesar 80 persen disalurkan untuk kabupaten/kota, sehingga tidak
mengherankan jika belanja pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kecenderungan meningkat.



60,00

50,00 —

S 40,00 —

Triliun Rupiah

30,00 ——

20,00 ——
10,00 —— ——— | —

0,00

Dana Otsus DTI PAD
Pendapatan |51.832.999.285.950|18.896.277.479.000 12.955.902.723.003‘
Gambar 1: Total Dana Otsus, DTI, dan PAD Provinsi Papua Tahun 2010-2020 (dalam
triliun rupiah)
Sumber: BPKAD Papua, DJPK Kemenkeu (data diolah)

Semakin bertambahnya kapasitas fiskal dan adanya komitmen pemerintah yang terus menerus
berupaya untuk meningkatkan pembangunan berimbas tingginya pengeluaran dari APBN (World
Bank, 2009). Peningkatan belanja pemerintah terus meningkat yang digunakan untuk membangun
daerah. Alokasi belanja daerah dari Dana Otonomi Khusus sejalan dengan program prioritas yang
ditentukan dalam Perdasus No 13 Tahun 2016 pasal 11 ayat 1 yaitu 30 persen untuk pendidikan, 25
persen untuk ekonomi kerakyatan, 15 persen kesehatan, 20 persen untuk pembangunan infrastruktur,
afirmasi keagamaan 6 persen sedangkan diluar program prioritas dialokasikan maksimal 2 persen.
Elastisitas pendapatan yang tinggi dapat disimpulkan bahwa belanja meningkat sebagai proporsi
pendapatan (Hindriks & Myles, 2013). Membangun jalan dan jembatan dapat menghasilkan
keuntungan ekonomi serta politik dengan cepat (World Bank, 2018). Selain itu, anggaran belanja
digunakan untuk menjalankan perekonomian daerah dengan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap
stabil.
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Gambar 2. Total Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten
di Provinsi Papua Tahun 2010-2020
Sumber: DJPK Kemenkeu, BPKAD Papua (data diolah)

Besaran pengeluaran atau belanja pemerintah ini harusnya terkait dengan kapasitas pembangunan
di Papua, khususnya pada indikatir pembangunan ekonomi. Harapannya, pengeluaran pemerintah
akan seiring dengan kondisi perekonomian, salah satunya ditandai oleh perkembangan PDRB
(ekonomi). Terdapat dua pandangan mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dan perkembangan
ekonomi (Thabane & Lebina, 2016). Pandangan pertama pengeluaran pemerintah bersifat endogen
dalam kaitannya denganoperkembangan ekonomi dikenal dengan Hukum Wagner (Thabane &



Lebina, 2016). Menurut hukum ini, untuk negara manapun pengeluaran pemerintah meningkat secara
konstan seiring pertumbuhan pendapatan (Hindriks & Myles, 2013); (Magazzino et al., 2015a);
(Narayan et al., 2012); (Sukartini & Saleh, 2012); (Jaén-Garcia, 2018); (Solikin, 2018). Pandangan
kedua adalah bahwa pengeluaran pemerintah bersifat eksogen dalam perkembangan ekonomi, yang
lebih dikenal dengan Hipotesis Keynes (Olomola, 2004); (Thabane & Lebina, 2016); (Hindriks &
Myles, 2013); (Solikin, 2018). Menurut pandangan kedua ini, pengeluaran pemerintah menyebabkan
pertumbuhan pendapatan

Dalam_perekonomian Provinsi Papua, perkembangan PDRB relatif seiring dengan
perkembangan belanja (total) pemerintaj (Gambar 3). Perkembangan PDRB Provinsi Papua terus
mengalami peningkatan dari pengolahan hasil mengalokasikan sumberdaya alam yang dimiliki,
khususnya kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian yang dikelola oleh PT Freeport
Indonesia yang berada di Kabupaten Mimika”(MKD Uncen, 2019). Adapun sektor penyumbang
terbesar pada PDRB Provinsi Papua yaitu sektor pertambangan, pertanian, dan kontruksi dan
perdagangan. Sebesar 60 persen disumbang dari sektor pertambangan, diikuti sektor-sektor lainnya
dalam sehingga berdampak peningkatan belanja daerah. Jika memang demikian, maka kondisi ini bisa
mengindikasikan bahwa belanja daerah Provinsi Papua sejalan dengan pendapatan yang diterima
untuk meningkat perekonomian daerah.
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Gambar 3. PDRB Riil dan Belanja Total Provinsi Papua
Tahun 2010-2020 (dalam triliun rupiah)
Sumber: BPS Papua, DJPK Kemenkeu, BPKAD Papua (data diolah)

Di sisi lain, belanja daerah Provinsi Papua meningkat sejalan dengan program prioritas pemerintah
dalam rangka menjalankan fungsi adminstrasi kesejahteraan masyarakat. Belanja operasi, belanja modal,
transfer antar daerah serta belanja tak terduga meningkat berimbas pada pertumbuhan belanja pemerintah
meningkat. PDRB yang tinggi mengindikasikan belanja modal juga tinggi. Disisi lain, PDRB menjadi
indikator pengukur dalam pembangunan, tingginya PDRB mengindikasikan perkembangan perekonomian
pada suatu daerah meningkat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur
menggunakan pendapatan perkapita. Tingginya PDRB berarti belanja juga meningkat.

Pendapatan menyebabkan peningkatan kompleksitas pada pengeluaran pemerintah (Hindriks & Myles,
2013). Provinsi Papua masih tergolong daerah tertinggal sehingga diberlakukan percepatan pembangunan
(Firman, 2020). Tahap awal dan kedua pembangunan dipandang sebagai periode industrialisasi sehingga
diperlukan belanja infrastruktur dari pemerintah yang kemudian diikuti oleh peran swasta (Prasetya, 2012);
(Hindriks & Myles, 2013); (Sasongko et al., 2019). Mengingat fakta bahwa, Provinsi Papua mengalokasikan
dana otonomi khusus untuk mengatasi masalah mendasar yang terjadi yaitu kemiskinan, kesenjangan, dan



masalah HAM. Jika demikian, maka kondisi ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah sebagai
indikator pembangunan yang dapat dilakukan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Tulisan ini
bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan
pengeluaran pemerintah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

KAjJIAN LITERATUR

Adolph Wagner di athun 1883 mengemukakan hukum yang dikenal dengan ‘law of thenincreasing
extension ofostateoactivity’, menganggap bahwa aktivitas pemerintah cenderung mengalami peningkatan
(Bojanic, 2013); (Kesavarajah, 2012); (Sasongko et al., 2019); (Gatsi et al., 2019); (Solikin, 2018). Hukum
ini berdasarkan pada pengamatan empiris yang dilakukan Wagner di Jerman dan kemudian negara-negara
lain di Eropa, Amerika hingga ke Asia khususnya Jepang (Hindriks & Myles, 2013). Hasil pengamatan
tersebut menjelaskan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung mengalami peningkatan.
Semakin maju perekonomian maka pengeluaran pemerintah juga akan mengalami peningkatan.

Menurut Hukum Wagner, ada tiga alasan mengapa belanja pemerintah meningkat seiring dengan
perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) (Narayan et al., 2012); (Sukartini et al., 2012); (Jaén-Garcia,
2018); (Solikin, 2018); (Hindriks & Myles, 2013); (Garcia, 2017); (Sasongko et al., 2019). Kesatu, untuk
menjalankan fungsi administrasi dan perlindungan sosial, pemerintah memerlukan biaya sehingga saat
penduduk bertambah, maka menyebabkan terjadi peningkatan belanja pemerintah. Kedua, pemerintah
membutuhkan biaya/pengeluaran untuk pembangunan budaya dan peningkatan kesejahteraan
masyarakatnya, seperti untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan redistribusi pendapatan.
Ketiga, kemajuan teknologi membutuhkan modal yang besar sehingga menyebabkan beberapa sektor
cenderung melakukan monopoli dan mendorong ekspansi pemerintah serta tingginya belanja pemerintah.
Hubungan yang timbul dalam interaksi antar masyarakat maupun dengan kemajuan teknologi tersebut harus
diatur oleh pemerintah. Pun demikian, ketika terjadi peningkatan pendapatan perkapita, akan ada peningkatan
permintaan layananmpublik, sehingga pengeluaran pemerintah untuk layanan tersebut, seperti pendidikan,
kesehatan dan rekreasi, juga akan meningkat”(sosial) (Hindriks & Myles, 2013).

Hipotesis Keynes didasarkan pada pemikiran John Maynard Keynes (1936) yang berbeda padangan
dengan Wagner. Keynes menuliskan dalam bukunya yang berjudul “General Theory of Employment, Interst,
and Money” bahwa pemerintah harus campur tangan untuk merangsang permintaan agregat. Artinya bahwa
pengeluaran pemerintah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi atau perkembangan pendapatan (Fajar,
2017); (Bojanic, 2013); (Babajide et al., 2020); (Sasongko et al., 2019); (Eldemerdash & Ahmed, 2019);
(TASSEVEN, 2011); (Kesavarajah, 2012); (Gatsi et al., 2019) (Thabane & Lebina, 2016). Keynesian
memandang hubungan antara perkembangan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sebagai kebalikan dari
Hukum Wagner dengan alasan ekspansi fiskal melalui proses multiplier akan meningkatkan output (PDB),
sehingga belanja pemerintah sebagai variabel eksogen yang dapat menyebabkan peningkatan pendapatan
(PDB).

Dalam perekonomian modern, terjadi perubahan mendasar terkait peran pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hipotesis Keynes dilatarbelakangi oleh gagasan bahwa tingginya
pengangguran terus menerus disebabkan penurunan dari sektor swasta. Diperlukan peran pemerintah untuk
mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan belanja yang berdampak pada perekonomian.
Keynes beranggapan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang berdampak pada peningkatan output agregat (Azwar, 2016); (Wahyudi, 2020); (Muhammed, 2014).

Hasil pengujian pada penelitian terdahulu sangat beragam mengenai Hukum Wagner dan Hipotesis
Keynes. Penelitian yang dilakukan oleh Narayan et al. (2012), Sukartini dan Saleh (2012), dan Bayrakdar et
al. (2015) menunjukkan bahwa Hukum Wagner berlaku dimana pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh
peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, pengujian yang dilakukan oleh Fajar (2017)
menujukkan berlakunya Hipotesis Keynes bahwa belanja pemerintah meningkatkan produk domestik
regional bruto. Sementara itu, hasil uji Bojanic (2013), Udo & Effiong (2014), Babajide et al. (2020)
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membuktikan bahwa terjadi hubungan dua arah yang berarti berlakunya Hukum Wagner maupun Hipotesis
Keynes.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan riset kepustakaan (library
research) dan memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) baik pusat
maupun Provinsi Papua, Badan Pengelolahan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Papua serta Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Variabel, definisi serta data yang
digunakan tersaji di Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel Definisi Data
Belanja pemerintah LGex menunjukkan belanja total pemerintah daerah
total (LGex)” periode 2010-2020 tingkat kabupaten/kota.

Produk Domestik DatanPDRB yang digunakan adalah PDRB atas harga
Regional Bruto riil konstan, karena studi ini membahas model pertumbuhan
(LPDRBriil) dalam artinriill pada tingkat kabupaten/kota periode
2010-2020.
PDRB perkapita
(LPDRBperkapita) Data PDRB perkapita menunjukkan pendapatan rata-rata
per satu orang penduduk pada kabupaten/kota periode
2010-2020.
Sumber: BPS Papua; BPKAD Papua; DJPK Kemenkeu

Dua teknik analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu teknik analisis regresi data
panel untuk menguji Hukum Wagner dan Kausalitas Granger untuk menguji hubungan dua arah antara
pengeluaran pemerintah dengan pendapatan atau PDRB (Hukum Wagner dan Hipotesis Keynes). Untuk
menguji Hukum Wagner, digunakan model spesifikasi Peacock-Wiseman sebagaimana terlihat pada Tabel
2.

Tabel 2. Spesifikasi Model Pengujian Hukum Wagner

Formulasi” “Spesifikasi Model” “Prediksi Model Hukum Wagner
Berlaku”

Peacock- LG,=ao+alY,+ e Jika a,>1 (elastisitas), maka
Wiseman”(196 | “Dimana:” tingkat pengeluaran pemerintah
8, 1979)” e LG: : logaritma”dari | sangat responsif saat terdapat

pengeluaran perubahan

pemerintah”riil pendapatan”(GDP/PDB/PDRB).

e LY: : logaritma dari
output (PDRB) riil.

Sumber: (Balatsky, 2012); (Sukartini & Saleh, 2012); (Thabane & Lebina, 2016)

Sebagaimana ketentuan analisis regresi data panel, maka Uji Chow dan Hausman dilakukan untuk
memilih model regresi terbaik di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM) atau
Random Effect Model (REM). Pengujian asumsi klasik regresi liner pun dilakukan untuk memastikan tidak
adanya multikolinier, heteroskedastik, maupun autokorelasi data (Gujarati, 2012). Uji F dan T digunakan
untuk membuktikan hipotesis Hukum Wagner.

Kausalitas Granger digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah
total dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga dapat diketahui apakah kondisi
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perekonomian dan pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota di Papua mendukung Hukum Wagner atau
Hipotesis Keynes. Persamaan yang digunakan untuk melakukan uji Kausalitas Granger ditunjukkan pada
persamaan berikut.

Xe=YisiaiXe+ Yjmg bYea + e (3.1)

Ye=Yic1CiXea+ XiogdjYe1+v:(3.2)

Keterangan:
X, : Produk Domestik Regiona Bruto (PDRB)
Y: : Belanja pemerintah total

u,v . errorterm
Dimana uy dan vt adalah error term yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan m=n, r=s.
Selanjutnya hasil regresi dari kedua bentuk model regresi linier tersebut memiliki empat kemungkinan
berupa hipotesis sebagai berikut (Pranomo, 2001).

1.Jika 7_1 b; # 0 dan }j_,; d; = 0, maka terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel Y ke X.

2.Jika }7_; b; = 0 dan }j_; d; # 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel X ke Y.
3.Jika Y7, b; = 0 dan }j_; d; = 0, maka variabel X dan Y bebas antara satu dengan yang lain atau

diantara kedua variabel tersebut tidak ada hubungan kausalitas.
4.Jika 3%, b; # 0 dan }j_; d; # 0, maka terdapat kausalitas dua arah antara variabel Y dan variabel X.

Sesuai persyaratan pengujian Kausalitas Granger, maka dilakukan tiga hal. Pertama, uji akar unit dengan
metode Levin-Lin-Chu untuk mematikan data stasioner. Kedua, uji Kointegrasi dengan uji Pedroni dengan
lag maksimum 4 untuk memastikan tidak adanya kointegrasi. Ketiga, penentuan Lag Length Criteria (lag
optimum).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian model terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan bahwa model terbaik
adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil pengujian asumsi klasik pun memperlihatkan bahwa data telah

memenuhi persyarat pada uji Asumsi Klasik dan dapat dilanjutkan dengan uji pengujian hipotesis.

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel

Uji T Std. t Uji F Adj. R?
LGex Coef P>|t| | Error Prob>F Squared
LPDRBriil 0,5715 0,000 0,07093 | 8,06 0,000 | 0,3927 | 0,4500
LPDRBperkapita 0,0589 0,003 0,02000 | 2,95

Kons 4,390134

Sumber: hasil uji Stata (data diolah)

Persamaan model regresi model panel

LGy = 4,3901 + p10,5715LY; + %0,05897; + e;, 4.1
Selanjutnya estimasi model Peacock-Wiseman

LGi=ay+a,LlY +e a;>1 4.2)
LG,=4,390134 + 0,5715LY + e, (4.3)
T-stat (8,06) (2,05553)

R?=0,45

Tabel 3 memperlihatkan bahwa PDRB, baik riil maupun per kapita mempengaruhi belanja pemerintah.
Walaupun demikian, berdasarkan model Peacock-Wiseman yang menyatakan bahwa Hukum Wagner
berlaku jika koefisien PDRB (o) harus lebih besar daripada 1 (elastis) pada persamaan 4.2 dan 4.3, maka
penelitian menunjukkan tidak berlakunya Hukum Wagner pada perekonomian kabupaten dan kota di

7
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Provinsi Papua. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Hukum Wagner tidak secara mutlak berlaku secara universal
pada suatu negara atau wilayah (Fajar, 2017). Selain itu, perhitungan mengkonfirmasi bahwa ekonomi
internasional yang berada dalam keadaan transisi jelas menyimpang dari Hukum Wagner tetapi belum
meninggalkannya (Balatsky, 2012).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Hukum Wagner tidak berlaku pada tingkat kabupaten dan
kota di Provinsi Papua, diantaranya: (1) pemberlakuan program otonomi khusus Provinsi Papua melalui UU
Otonomi Khusus Papua No. 35 Tahun 2008. Sehingga alokasi anggaran belanja daerah ditunjang dari APBN
melalui dana otonomi khusus dan dana tambahan Infrastruktur (World Bank, 2009); (2) Perbedaan struktur
APBD dengan APBN menyebabkan proporsi belanja daerah bersandar pada kegiatan yang tidak produktif.
Oleh sebab itu, belanja pemerintah tidak bereaksi secara optimal terhadap peningkatan pendapatan (Sasongko
etal., 2019); (3) Terjadinya aglomerasi ekonomi di Provinsi Papua, dimana empat kabupaten yaitu Kabupaten
Mimika, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura yang berkontribusi lebih pada
pembentukan PDRB Provinsi Papua. Dalam hal ini, belanja meningkat dalam rangka meningkatkan
perekonomian melalui alokasi dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sejalan dengan
Peraturan Daerah Khusus Papua No 13 Tahun 2016 pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikian, belanja menjadi faktor
eksogen yang dapat menyebabkan peningkatan pendapatan (TASSEVEN, 2011); (Gatsi et al., 2019).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2017), dengan perbandingan jumlah
tahun analisis serta perubahan kebijakan undang-undang dan peraturan daerah, dimana hasil pengujian
dengan menggunakan model Peacock-Wiseman menyatakan hipotesis Hukum Wagner tidak berlaku pada
tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Penelitian Sukartini & Saleh (2012) yang menggunakan data
panel tahun 1990-2010 juga memperlihatkan bahwa dari enam model spesifikasi Hukum Wagner, hanya satu
model yaitu Goffman-Mahar yang terbukti mendukung Hukum Wagner.

Dalam pembuktian Kausalitas Granger Hukum Wagner dan Hipotesis Keynes, hasil uji akar unit dengan
metode Levin-Lin-Chu memperlihatkan bahwa masing-masing variabel penelitian dinyatakan telah stasioner.
Hasil uji kointegrasi juga memperlihatkan bahwa data terbebas dari masalah kointegrasi. Sementara itu, hasil
penentuan /ag dipilih dengan menggunakan informasi kriteria dengan melihat nilai dari Akaike Info Criterion
(AIC). Panjang lag yang digunakan ialah pada lag 6 karena memiliki nilai AIC yang lebih kecil. Selanjutnya,
pengujian dengan menggunakan Kausalitas Granger dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis Ob F- Prob
J Statistic

LPDRB riil does not Granger Cause LGex 140 1.74082 0.1167

LGex does not Granger Cause LPDRB_riil 2.14331 0.0528

LPDRB perkapita does not Granger Cause 145 0.14141 0.9904
LGex

LGex does not Granger Cause LPDRB_perkapita 3.18857 0.0059

LPDRB perkapita does not Granger Cause 140 0.27802 0.9464
LPDRB riil

LPDRB riil does not Granger Cause LPDRB perkapita 0.23162 0.9656

Sumber: hasil uji Eviews (data diolah)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa terjadi hubungan satu arah antara belanja terhadap PDRB perkapita
dengan nilai prob 0,0059. Sehingga belanja menyebabkan peningkatan PDRB perkapita (Fajar, 2017);
(Sasongko et al., 2019); (Babajide et al., 2020). Hal ini mendukung Hipotesis Keynes bahwa belanja
pemerintah menyebabkan peningkatan PDRB perkapita pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
Selanjutnya dilanjutkan dengan regresi data untuk mengintrepertasikan nilai koefisien dari masing-masing
variabel.
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Variabel Coef Std.Error | F-Statistic Prob
C 64.8929 5.51033 11.7764 0,0000
Belanja (-1) 0.19387 0,01214 1.96583 0,0504
Belanja (-2) 0.20606 0.01267 2.05635 0,0408
R- Squared 0.21758
Adj R. squared 0.20863
Prob 0,00000

Sumber: hasil uji Eviews (data diolah)

1) PDRB_Perkapita dipengaruhi oleh lag 1 dan lag 2 Belanja, ditunjukkan dengan nilai F-statistik>t-
tabel. Nilai koefisien 0,19387 menunjukkan bahwa jika tahun lalu Belanja meningkat 10 persen
maka LPDRB Perkapita meningkat 19 persen dengan variabel lain dianggap tetap. Selanjutnya
koefisien 0,20 menunjukkan bahwa jika dua tahun lalu belanja meningkat 10 persen maka PDRB
Perkapita meningkat 20 persen dengan variabel lain dianggap tetap.

2) R-Squared sebesar 0.2175 menunjukkan bahwa 21 persen variabel belanja tahun lalu dan belanja
dua tahun lalu dapat menjelaskan PDRB Perkapita, sedangkan sisanya 78,25 (100 — 21,75)
persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang sudah terbentuk.

Variabel belanja pemerintah menyebabkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit usaha dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa
perkembangan PDRB tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua disebabkan oleh tingginya belanja
pemerintah yang dialokasikan untuk membangun daerah. Hipotesis Keynes menyatakan bahwa, “government
expenditure is a component of fiscal policy and can be used as policy instrument to influence growth”
(Eldemerdash & Ahmed, 2019). Keynes menjelaskan campur tangan pemerintah dalam perekonomian
melalui alokasi belanja pemerintah yang semakindalam meningkatkan perkembangan ekonomi daerah
maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam wujud peningkatan pendapatan perkapita.
Perkembangan PDRB Riil maupun PDRB Perkapita tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua meningkat
dipengaruhi oleh tingkat belanja pemerintah yang menurut Keynes pengeluaran pemerintah sebagai
pembentuk pendapatan atau output (Azwar, 2016); (Sasongko et al., 2019).

Hipotesis Keynes dilatarbelakangi bahwa tingginya pengangguran yang terus menerus akibat penurunan
sektor swasta membutuhkan peran pemerintah, melalui belanja pemerintah yang berdampak pada
perekonomian (Muhammed, 2014); (Wahyudi, 2020). Selain itu, kondisi daerah dalam mengalami gejolak
ekonomi membutuhkan kebijakan dan peran pemerintah didalamnya (Sukirno, 2006). Perkembangan belanja
pemerintah berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam perkembanganya, perekonomian Provinsi Papua terkosentrasi. Kabupaten Mimika, Jayapura,
Merauke dan Kota Jayapura yang memiliki peran besar terhadap total Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Papua, kontribusi keempatnya sebesar 65 persen dari total PDRB ditunjukkan pada gambar 4.
Adanya kosentrasi tersebut, mengindikasikan terjadi aglomerasi ekonomi di Provinsi Papua. Aglomerasi
merupakan kondisi perekonomian terkosentrasi secara spasial di kawasan perkotaan untuk penghematan dari
wilayah yang berdekatan (Mauleny, 2015).

Kabupaten Mimika dengan sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi besar terhadap
pendapatan asli daerah kabupaten maupun provinsi (MKD Uncen, 2019), Kota Jayapura pada industri
pengolahan, kontruksi dan perdagangan (Ponto et al., 2016), sektor pertanian, kontruksi berkontribusi besar
pada PDRB Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayapura (Andani et al., 2015); (BPS Kab Jayapura, 2020).
Kondisi ini menunjukkan terjadinya kesenjangan pada perekonomian Provinsi Papua. Kesenjangan ekonomi
antar wilayah seringkali menjadi masalah yang serius karena menunjukkan beberapa wilayah yang
berkembang dan mencapai pertumbuhan cepat sementara yang lain mengalami pertumbuhan yang lambat
(Iskandar & Saragih, 2018). Dalam hal ini, terjadi kesenjangan teritorial, yaitu perbedaan pertumbuhan dan
pembangunan yang ada setiap wilayah (Sastra, 2017). Hal ini menjadikan pemerintah selaku aktor dalam
menjalankan perekonomian baik melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
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Gambar 4. Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Perkembangan PDRB Provinsi Papua Tahun
2010-2020 (dalam persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik Papua (data diolah)

Melalui dana otonomi khusus Papua, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja untuk
menjalankan perekonomian serta menjadi akselator pembangunan daerah sesuai kebijakan otonomi khusus.
Alokasi dana otsus diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (perdasus) Papua No. 13 Tahun 2016, pasal 8 ayat
1 dan 2 menetapkan pembagian alokasi dana otonomi khusus sebesar 20 persen dikelolah di tingkat provinsi
sedangkan sebesar 80 persen disalurkan pada tingkat kabupaten/kota diluar dari Dana Tambahan
Infrastruktur (DTI). Adapun alokasi dana otsus di tingkat kabupaten/kota dialokasikan sesuai Perdasus No
13 Tahun 2016 pasal 11 ayat 1 untuk program prioritas. Sebesar 30 persen untuk pembiayaan pendidikan, 15
persen untuk kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan 25 persen, 20 persen untuk pembangunan
infrastruktur, afirmasi keagamaan 6 persen sedangkan diluar program prioritas dialokasikan maksimal 2
persen. Hal ini menunjukkan peran pemerintah dalam menjalankan perekonomian dan percepatan
pembangunan dengan mengalokasi anggaran belanja dari dana otsus dan pendapatan daerah yang diterima.

Belanja pemerintah menjadi menjadi salah satu penggerak perekonomian untuk meningkatkan PDRB
serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Realisasi belanja pemerintah dalam infrasturktur dapat
meningkatkan pertumbuhan PDRB (Rahman & Chamelia, 2015). Disisi lain, peningkatan belanja pemerintah
dapat berpengaruh signifikan dalam meningkatkan PDRB perkapita (Arfiyansyah, 2018). Belanja modal oleh
pemerintah memiliki kontrubusi penting dalam peningkatan PDRB daerah, hal ini disebabkan oleh perubahan
perekonomian yang mengalami peningkatan (Lestari & Budhi, 2014). PDRB daerah meningkat jika PDRB
perkapita mengalami peningkatan. Selain itu, belanja dan investasi pemerintah juga berpengaruh penting
dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Mauliansyah & Mard, 2017), sehingga dapat
mengatasi agromerasi ekonomi.

Perkembangan belanja pemerintah baik bagi perekonomian, karena belanja pemerintah memainkan peran
penting dalam pertumbuhan ekonomi (Selvanathan et al., 2021). Dengan demikian, kabupaten-kabupaten
yang memiliki kontribusi kecil bagi PDRB dapat mengalokasikan dana otonomi khusus dalam menunjang
perekonomian daerah, sehingga belanja dapat menjadi penggerak perekonomian yang berdampak pada
pembangunan. Dalam hal ini, pembuat kebijakan perlu berhati-hati karena pemotongan biaya belanja akan
mengurangi pertumbuhan di masa mendatang (Solikin, 2018). Karena besaran pengganda fiskal atas
kenaikan belanja cenderung memiliki bobot yang kecil terhadap nilai output yang dihasilkan (Setiawan,
2017). Sehingga dapat bermasalah karena menyebabkan crowding out sektor swasta (Yovo, 2017).
Rendahnya investasi sektor swasta akan menyebabkan aktivitas perekonomian yang melambat disebabkan
oleh menurunnya daya beli masyarakat (Setiawan, 2010). Oleh sebab itu, perlu alokasi belanja pemerintah
disalurkan bagi hal-hal yang berpotensi meningkatkan efisiensi perekonomian di masa mendatang misalnya,
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infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan serta kesinambungan fiskal bagi
pemerintah di masa mendatang (Abiodun Dada, 2017); (Yovo, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fajar (2017); Sasongko (2019);
Gatsi (2019), dimana pada hasil kajian yang dilakukan menyatakan bahwa belanja pemerintah menjadi faktor
eksogen yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, dalam hal ini belanja
menyebabkan peningkatan Produk Domestik Regiona Bruto (PDRB) riil maupun PDRB perkapita. Oleh
sebab itu, pada hasil uji kausalitas membuktikan terjadi hubungan satu arah belanja pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi, sehingga Hipotesis Keynes berlaku pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi
Papua tahun 2010 sampai 2020.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi, pengujian serta pendeskripsikan yang telah dilakukan, maka dapat dibuatkan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Wagner tidak berlaku pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua meskipun memilki
nilai signfikansi yang positif. Hal ini terjadi karena pemenuhan pada prediksi a; > 1 tidak terpenuhi,
sehingga elastisitas PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah. Oleh sebab itu, hasil
empiris membuktikan bahwa Hukum Wagner yang menyatakan bahwa pangsa sektor publik dalam
perekonomian akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada pada perekonomian
Provinsi Papua tahun analisis 2010-2020.

2. Hipotesis Keynes mengungkapkan bahwa belanja berperan dalam peningkatan PDRB perkapita.
Dengan mengalokasikan belanja daerah pada anggaran pendapatan yang diperoleh dari dana otonomi
khusus dapat menggerakkan PDRB serta dapat mengatasi kesenjangan ekonomi (pendapatan) akibat
terjadinya aglomerasi ekonomi di Provinsi Papua. Dengan meningkatnya belanja pemerintah pada
infrastruktur maupun investasi berpengaruh dalam membantu mengatasi kesenjangan ekonomi yang
terjadi di Provinsi Papua.

Sejalan dengan hasil penelitian yang didapat, maka diajukan beberapa saran yang dipertimbangan dalam
mengalokasikan belanja daerah sebagai berikut:

1. Pembuat kebijakan harus berhati-hati serta merampingkan anggaran belanja berdampak pada
penurunan PDRB karena jumlah uang beredar tidak mendorong PDRB daerah. Disisi lain, pemerintah
perlu mengurangi belanja yang kurang berdampak pada pembangunan ekonomi daerah misalnya
subsidi, bunga pinjaman serta adminstrasi.

2. Belanja pemerintah dapat menjadi variabel yang menjalankan perekonomian, dalam hal ini
meningkatkan pertumbuhan PDRB. Sehingga dapat menyelesaikan masalah kesenjangan wilayah
yang berdampak pada agromerasi ekonomi. Sehingga belanja dapat membantu menyelesaikan
permasalahan dalam hal alokasi dana otonomi khusus bagi kabupaten/kota yang berkontribusi kecil
pada PDRB provinsi Papua.

3. Pembuat kebijakan perlu berhati-hati karena pemotongan belanja akan mengurangi pertumbuhan di
masa depan, karena besaran pengganda fiskal pada kenaikan belanja cenderung memiliki bobot yang
kecil terhadap nilai output yang dihasilkan aktivitas pemerintah dalam perekonomian, sehingga
menyebabkan crowding out sektor swasta. Rendahnya investasi swasta menyebabkan penurunan daya
beli masyarakat. Sehingga belanja perlu disalurkan pada hal-hal yang berpotensi meningkatkan
perekonomian di masa mendatang misalnya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan.

4. Dalam mengkaji hukum Wagner secara matematik tidak serta merta membuktikan bahwa bahwa
terjadi hubungan searah. Sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menguji keenam
spesifikasi model pada Hukum Wagner dengan menggunakan jumlah observasi yang banyak, jumlah
tahun yang panjang sehingga dapat menjawab fenomena yang diteliti tentunya dengan model analisis
yang berbeda pula
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